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PROSPEK PENGEMBANGAN PRODUK HALAE IPADA HNDUSTRI DI 
INDONESIA DALAM RANGKA MEMASUKI ABAD 21 

Himawan ~dinegoro" hdan Martini &hryu2) 

Pembnngdnan Jangka Panjang Tahap II drarahkan tintuk pengembangm produk unggulan 
ynng kompetitff ddi masa depan, sehingga mampu bersaing di pasar global Agar 
menghasilkan prodzrk ,vang berdaya saing klnt maka keztnggulan komparatlfyang sudah ada 
tidnk dopat lagi semata-mata d w i k a n  sebaga~ andalnn bersaing di pasnr global. Dalam 
menembtts pasar global khuslunya negara-negnrn yang ma+vorztas penduduhya EAZtslim, 
makn prodzik halal ptrlu mendnpat perhatian khzrsus karena trdak hanya menyangkut aspek 
mu&, kesehatm dan lingkztngan tetapi jztga aspek sosml, budaya dan agama. 

Dolam ztpaya n2enanggulangr kermanan n~asalah produk halnl dibentuk suntu lembaga 
independen jmg berhnk mengelunrkan serr!fiknt hnlnl ztntuk prodztk makanan, minuman, 
ohat-obatan, kosmetik d m  sebngarnyn yang kemungknan mengandztng bahan-bahan haram 
atazc yang diragziknn kehnlnlnnnya. Sehrngga dengnn demzkcm prodtrk _vang diberi label halal 
tidak lag8 dirngztkan keberadaannj)a oleh konsttmen yang sangat memperhatikan kandungan 
sziafzr prodak ntns kejmkinnn agamanjin. 

01eh knrena itzc perlu dibentzrk Lembnga Independen yang diharapkan dapat membuat 
standnr indztstri unhtk prodzlk halal dnn mempunyai k h n t a n  huktim baik ditingkat nasional 
muprin internasional. Dengan demikian produk halal dari Indonesia diharapkan a h  
nlampzr bersaing di pasar global. 

BENDAHULUAN 

Keberhasilan sektor industri yang telah dicapai pada PJP I mempakan landasan yang 

kuat untuk memasuki era tinggal landas pada PJP 11. Pembangunan nasional pada PJP II 

diarahkan untuk rnengembangkan industri sehingga mampu bersaing dipasar nasiond 

rnaupun internasional, sekaligus sebagai persiapan menghadapi era globalisasi atau 

regionafisasi ekonomi dunia. Untuk menjadi industri yang berdaya saing kuat, 

keunggulan komparatif yang sudah ada tidak dapat lagi semata-mata dijadikan sebagai 

andalan utama, akan tetapi hams diusahakan mencari keunggulan kompetitif yang 

sangat potensial untuk bersaing di pasar bebas termasuk konsumen Muslim di negara- 
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negara sepertl Timur Tengah, Pakistan, Bmnai, Malaysia, Singapore, Eropa Timur dan 

lain-lain dimana omzet industri makanan halal di pasar internasional mencapai US $ 

15.000 biliun 

Pada sisi lain, para konsumen baik di pasar nasional maupun internasional dewasa ini 

semakin kritis menuntut standarisasi produk yang semakin tinggi dan kompleks, yang 

tidak hanya menyangkut aspek mutu, kesehatan dan lingkungan akan tetapi juga 

menuntut aspek sosial budaya dan agarna. Permintaan pasar, khususnya pasar luar 

negeri harus dttudang dengan pengendalian mutu yang terpadu seperti penerapan IS0 , 

Hazard Atm[~.ris ('rifical Point (NACCP), Good Ma~~l~fucfrrrir~g I'racirces ((iMP) dan 

standar lingkungan @co Lahellit?g). Dalam penerapan standar mutu dan aplikasi pada 

industri, persyaratan yang menyangkut aspek sosial, budaya dan agarna belum rnemadai 

dan transparan 

Mengingat sepertiga penduduk dunia lebih kurang 1,3 milyar dan 85% dari 200 

juta penduduk Indonesia beragama Islam, maka potensi ini merupakan pasar yang 

sangat besar bagi produk industri makanan, minuman, kosmetik dan n~edicnl herbs, 

yang harus memenuhi sistem persyaratan halal dan merupakan suatu keunggulan 

kompetitif didalam meningkatkan daya saing industri di dalam maupun luar negeri 

Indonesia sebagai negeri yang mayoritas penduduknya Muslim dan dalam rangka 

menghadapi persaingan pada era globalisasi sudah selayaknya masalah labelisasi halal 

diutamakan. 

Penerapan persyaratan halal di Indonesia harus diaktualisasikan secara resmi dalam 

bentuk standar yang baik sejalan dengan standar industri lainnya dan mempunyai 

kekuatan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga disamping 

dapat mendukung stabilitas nasional juga akan semakin memperlancar dan menjamin 

mantapnya produk Indonesia baik lokal maupun di pasaran internasionaf khususnya 

yang kritis terhadap label halal, dimasa mendatang. 

Secara umum adanya produk-produk tidak halal, misalnya yang terjadi pada akhir 

tahun 1990-an (kasus "Ayam Duren", kasus "Lemak Babi", isu "Bahan Pakan Ayam 

Asal Daging Tikus", kasus "Pernanfaatan Limbah Darah Sebagai Bahan Pangan") masih 



I-lifnnwan Adinegoro dan hlqrtini Rahavii 

tidak terkontrol, ha1 ini membuktikan adanya beberapa produsen menggunakan bahan 

baku yang tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan dan keyakinan agama, sehingga 

menimbulkan ketidak stabilan dalam kehidupan masyarakat lsiam dan menimbulkan 

efek negatif terhadap perkembangan industri yang terkait. Apalagi saat ini di Indonesia 

perkembangan industri makanan olahan dan produk sejenisnya serta mata rantai 

bisnisnya dikuasai oleh konglomerat-konglomerat yang sebagian besar non muslim. 

Pemakaian atau persyaratan produk halal ini hams ditangani secara tuntas dan 

transparan dalam aplikasinya, sehingga tidak akan rnembawa keresahan yang akan 

menggoyahkan ekonorni secara menyelumh apalagi dalam menyongsong AFTA (2003), 

APEC f 30 10 dan 2020) dan lain-lain. 

Dalam rangka menanggulangi kerawanan masalah produk halal ini khususnya di 

Indonesia. rnaka Presiden Republik Indonesia melalui instruksi No 2 tahun 1991. pada 

tanggal 12 Juni 1 99 1 ,  menginstruksikan kepada Menteri Koordinatcr Bidang 

Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalarn Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri 

Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agarna dan para 

Gubernur/Kepala Daerah Tingkrat I, untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan 

produksi dan peredaran makanan olahan. 

Pada instruksi Presiden tersebut, antara lain menyatakan bahwa masyarakat perlu 

dilindungi terhadap produks dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat 

terutama dari segi mutu, kesehatan, kesefamatan dan keyakinan agama. Agar 

pelaksanaan instruksi tersebut tercapai perIu dilakukan peningkatan dan pengawasan 

kegiatan produksi, peredaran dan atau pemasaran makanan olahan yang dilakukan 

secara terus menerus dan terkoordinir 

Sampai saat ini, secara urnum kelanjutan dari instruksi Presiden tersebut belum 

terlihat secara nyata penerapannya baik di kalangan industri atau instansi benvenang 

yang mempunyai kekuatan hukum 

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan labelisasi halal dan instruksi Presiden no. 

2 tahun 1991 untuk melindungi segenap konsumen Muslim di Indonesia dan 

meningkatkan keunggul,ti~ kompetitif produk ekspor Indonesia terutama makanan hafai 
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untuk pasar globat, maka perlu dibentuk suatu lembaga sedifrkasi yang profesional dan 

transparan. 

Labeljetiket pada suatu produk tidak dapat dlpisahkan dengan proses pengemasan 

dalarn rangka pendistribusian ke pasar sebagai salah satu 'krcd?~cf preset~tnfiorf". 

Pengertian umurn dari label adalah sebagai atat yang digunakan oleh produsen untuk 

berkomunikasi dengan konsumen sekaligus agar dapat menarik rninat untuk 

membelinya. Jadi labetisasi haial mempakan suatu alat komunikasi antara produsen dan 

konsumen melalui produk yang diberi label halal pada kemasannya. Sedangkan produk- 

produk yang dapat diberikan label halal antara lain: industri makanan, minuman, 

kosmetika dan obat-obatan tradisional. 

Pelaksatlaan labelisasi halal pada prinsipnya sama denyan pengawasan terhadap 

produk-pr-oduk lainnya yaitu melalui kegiatan pendaftaran, pemeriksaan, pengambilan 

contohlsampling dan peng~tjian laboratorium terhadap produk tersebut (pra audit). 

Namun demikian karena keadaan "halal" menyangkut tidak hanya dari segi bahan tetapi 

juga dari segi proses produksi dan higiene peralatan, sehingga proses pelaksanaannya 

terhadap label halal dilakukan secara lebih teliti sebagai berikut : 

f . Pada penilaian pendafiaran akan dinilai apakah produsen telah melakukan segaIa 

usaha yang diperlukan untuk tnencegah tercemarnya produk dengan bahan-bahan 

yang tidak halal dan produsen telah melampirkan sertifikat yang diperlukan, 

2. Pada pemeriksaan ke pabrik dilakukan pengamatan apakah bahan yang digunakan, 

proses pengolahan dan peralatan yang digunakan menjamin kehalalan produk yang 

bersangkutan 

Jadi keseluruhan proses labelisasi halal bukan hanya sampai pada pernbubuhan label 

produk saja, akan tetapi pada keseluruhan produksi yang mirip dengan penerapan 

nlanajemen mutu (1SO) ditambah syarat-syarat kehaIalan dari suatu bahan. 



MASALAH LABELISAS] YANG DINADAPI 

Konsumen rnuslim dafani membeli produk makanan dan minuman atau produk lain 

ada kecenderunyan khawatir dengan status kehalalannya, tetapi dengan melihat 

komposisi (/!?ffi.t.u'rei~ts) yang tertera pada produk tersebut akan mengetahui adanya 

bahan haram atau tidak Jika tidak ada bahan haram atau yang meragukan tertutis disana 

, maka dapat dipastikan produk tersebut halal. Masalahnya untuk mengecek komposisi 

produk itu membutuhkan pengetahuan tentang bahan-bahan tersebut, tetapi dengan 

pengetahuan iniptin belum tentu dapat tnenjamin kepastian halal seratus persen Karena 

produk rnakan atau nlinun~an tersebut biasanya diperkaya dengan bahan aditif (bahan 

tambahan), yaitu bahan yang dapat membuat haramnya suatu produk 

Sebagai contoh. sop sayur-sayuran instan, pada pen~bungkusnya mungkin tertera 

~ ~ i ' r c ~ . c ~ i I i c ~ ~ ~ t \  len~ak nabati. protein nabati, sayur-sayuran, tepung ter-igu, penyedap niakan 

(MSG), emulsifier E33 I .  E48 1 ,  bahan pewarna El 50, bahan aroma, bahan pengawet 

E220 dan anti oksidan E230 Komposisi ini selain mengai~dung bahan-bahan seperti 

sayuran, tepung juga met~gandung pengemulsi (ei?~lri,v~fier) yang dilambangkan dengan 

huruf E, pengemulsi inilah yang disebut sebagai bahan aditif'. Bahan dasar dari 

pengernulsi ini dapat berasal dari turnbull-tumbuhan, mikroorganisnle atau dari hewan, 

dari unsur hewani inilah dapat dipertanyakan jenis dan cara penanganan hewan tersebut 

sbelum nletljadi salah satu unsur aditif Dewasa ini penggunaan emulsifier ini tidak dapat 

ditinggalkan, karena bahan ini selain membuat produk sedap dilidah juga dapat 

membuat sedap dipandang. Jadi walaupun konsumen memahami jenis bahan pengernulsi 

tetapi akan kesulitan dalam mendeteksi kehalalan suatu produk. Masalahnya bahan 

aditif tersebut dapat berasal dari unsur yang dapat menghararnkan atau paling kurang 

meragukan yaitu bahan hewani. Disinilah pentingnya keberadaan lembaga yang 

nlengatur soal labelisasi, karena tanpa ini kosumen akan sulit mendeteksi kehafalan 

suatu produk 



Disarnping hal-hat tersebut diatas ada beberapa rnasalah yang perlu diperhatikan 

dalam menentukan kehatalan suatu produk. sehingga dapat bersaing dipasar 

global.antara Ialn yaitu : 

I .  Proses pengolahan yang tidak higienis dan penggtlnaan bahan kimia yang 

berlebilran. 

2. Belum sepenuhnya menerapkan standar-standar internasional seperti ISO, GMP, 

HACCP dan lain-lain 

3.  Kurang kesadaran pengusaha dan kurang informasl mutakhir tentang perkembangan 

teknologi proses khususnya pengusaha menengah dan kecil 

4. Belunl adanya program pemerintah tentang pengawasan keamanan pangan yang 

terpadtt dan komprehensif. 

5. Pengawasan rutin berupa suwai ataupun s ~ ~ f l ~ ~ l i t ~ g  terhadap berbagai produk 

pangat1 yang beredar dimasyarakat masih relatif kurang 

6.  Inspeksi dan pengujian sebagai upaya monitoring situasi pangan juga belum 

dilakt~kan dengan mernadai (dana kecil, SDM kurang dan fasilitas laboratorlum 

kurang) 

7. Kurang diterapkant~ya landasan hukun~ yang kuat untuk menjadi payung semua 

perat~~ran yang ada (Departemen Kesehatan). 

PERATlJRAN PEMERINTFAW DAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Sehubungan dengan labelisasi halal, pemerintah Indonesia telah rnengeluarkan 

beberapa peraturan yang berkaitan dengan produk-produk makanan dan minuman, 

produk dagitig dan lain sebagainya. Labelisasi halal bertujuan melindungi masyarakat 

dari produksi dan peredaran produk yang tidak memenuhi syarat, temtama dari segi 

mutu, kesehatan, kesela~natan dan keyakinan agama. Adapun peraturan-peraturan 

tersebut antara lain . 

I .  Perattlran Menteri Kesehatan R1, No. 280/Menkes/Per/XI/76 tentang ketentuan 

'j)ei.ed~xrnt? dtr~ pe~mriduc~tr /)ado nfakntlnil ycrrlg n?etlgntldt~t~g hahart hero.~ul dwi  

hahi" 



2 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agarna No 

427/M enkes/S K B/85 tentang '~encarlilmrnml f~~li.sc~r~ "halcll " pcrdcr /nbe/ nttrhcumm?" 

-3. Instmksi Presiden No. 2 tahun 1991 tentang ')>t?rrli<qkcrfnl? j)t.n?h~~~clnn Jllir 

~>t~r~go~,n.sirt~ j)rtdirk.si clan yeredaiznr mnkanair olnhal?" 

4 Keputusan Menteri Pertanian No. 41 3Kpts/TM/3 I0/7/T 992 tentang '>en~oforzgarr 

hrw*crrl poroilg dcru />etmnr~gnrmml dagirlg sertn hnsil iku#nt?k?yci7 

5 Surat Meputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SWVEII/l996 (SK ini 

merupakan keputusan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agarna 

dan MUI) 

6. Surat Keputusan Direktorat Jendral POM Departemen Kesehatan No HK 

00 96.3 0234 

7 Lr! Pangan No.7 tahun 1996 tentang ketentuan halal suatu produk pangan 

a Bab I 1 1  (tentang Kearnanan Pangan), temtarna pada Pasal 12 disebutkan . "li~mttik 

niettretri~l?~ kt.cm?annt~ spir.itllnl yrr)djlk j)n??gatl hnl.1,~ n?entei?zlhr yei:cycmtnn 

se.nlar ~iellgar~ keryakirmn n?asyarnknf kor?sltntetlm 

b. Bab IV (tentang Label dan Periklanan), Pasal 32 ayat 1 disebutkan ; " Setiap 

he/.icrr~ggirrig. jawnh atm kc hermnrni~ yersycrnlar? terse hlil" 

Dengan keluarnya udang-undang Pangan No. 7 tersebut, dibentuklah tirn labelisasi 

haIal yang rnelibatkan lima Departernen (Depkes, Depag, Menko Prodis, Memperidag, 

Menpangan) dan W I  untuk membahas labelisasi hafal yang akan dijadikan Peraturan 

Pernerintah (PP). PP yang mengatur tentang labelisasi halal akan rnencari jalan keluar 

agar supaya tidak terjadi hal-ha1 yang rnemglkan baik konsurnen, produsen mapun 

pihak-pihak lain yang terkait. 
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Pembentukssl LB-POM-MU1 

Dengan banyaknya keluhan dari konsumen yang menyimpulkan adanya unsur haram 

pada beberapa produk, maka sudah waktunya setiap produk diuji kehalalannya, dengan 

cara ini maka masyarakat tidak lagi ragu dalam mengkonsumsi suatu produk. 

Diawali dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan kasus ketidakhalalan 

suatu produk, rnaka pemerinbah bersama bliUI membentuk LP-POM-MU1 pada tahun 

1989. Sedangkan lembaga dibawah ini mulai efekrif bekerja pada awal tahun 

1994. Pada tanggal I I April 1996 LP-POM-MU1 telah meluncurkan buku tentang 

'])r.c~&k hcr'vc~rfjfikcrf hnl~rl" dan telah dilakukan sedikitnpa sertifikasi haIal pada 300 

produk dan aka11 rnelakukan lagi pada masa vans akan datang sebanyak 600 produk 

Perlu kita ketahui bahwa "Pemerintah" telah bertindak tepat dan akurat dalam 

merestui iktikad baik MUI untuk mendirikan LP-POM-3IUI pada bulan Januari 1989, 

oleh karena pada masa itu banyak beredar berita yang rnerugikan baik maupun 

konsumen muslim sehingga produsen mengganggu perekonolnian secara nasional serta 

menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentranian bathin rnengingat sekitar 85 % 

penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam yaitu rnengenai adanya produk tidak 

halal. 

Melalui surat dukungan dari MUI No B-295/MUilV/1989 tanggal 18 Mei 1989 

untuk surat Ketetapan Menteri Pertanian No 295 tahun 1989, maka secara spontan dan 

britiant MU1 menggunakan lembaga yang baru dibentuk oleh MU1 sendiri, yaitu LP- 

POM-MUI. Mereka tnelakukan beberapa langkah positip dalam menanggulangi masalah 

"lemak babi" yang pada saat itu meresahkan konsumen dan produsen. Hasil yang 

dicapai salnpai saat ini sangat baik, karena sudah sekitar 7 tahun relatif tidak terdengar 

lagi berita-berita yang ~neresahkan baik konsumen, pemerintah maupun produsen 

tentang ketidakhalalan suatu produk pangan. Walaupun setelah itu, lembaga ini sedikit 

agak berkurang kegiatannya sampai dengan tahun1994. 



Pada gambar I menunjukkan diagram alir dari prosedur sertifikasi yang dilakukan 

olek LP-POM-MU! dengan tahapan sebagai berikut ini : 

1 .  Sertitikasi akan dilakukar~ oleh MUI melalui LP-POM-MIJI dan Kornisi Fatwa MCJl 

atas perrnirltaan produsen 

2. Mengisi formulir yang berisikan seluruh data mengenai kegiatan produsen 

3. LP-POM-Mhll mempelajari data tersebut, apakah produk ini perlu diuji di 

laboratorium atau tidak atau hanya pengecekan di lapangan. 

4. Tim auditor LP-PBM-MUI mengunjungi pabriklperusaliaan yang akan 

diseitifikasikan produknya 

5. Pemeriksaall nieliputi keabsahan berkas. contoh bahan baku, bahan pernbantu, dan 

contoh kemasan yang dipergunakan oleh produk tersebut 

6. Observasi berakhir pada kunjunga~~ di sudang penvimpanan dan distribusi produk 

7. Hasii kul!jungan didiskusikan secara bertahap Pertanla, diskusi arltara tim auditor 

detlgaii pengurus LP-POhl-RIUI Kedua. diskusi antara auditor dengan komisi 

Fatwa MU1 

8. Apabila tidak ada niasalah pada tahap N0.7, maka produk yang diusulkan akan 

diberikan Fatwa 

9, Sertifikat ini berlaku hanya 2 tahun dan dalam masa tersebut pengurus LP-POM 

MU1 berhak untuk meninjau secara ~nendadak tiap 3 bulan sekali 

Penlberltrrkari Tim gabrrngan antara Depkes. Depag, dan IPIlJI 

Setelah terjadi perdebatan sengit antara YLKI dengan LP-POM-MU1 dalarn kurun 

waktu 1996, MU1 pada pertengahan tahun 1996 tentang mencetuskan lembaga 

independen yang sesuai untuk menangani rnasalah labellisasi produk-produk halal di 

Indonesia, lnaka pemerintah dalam ha1 ini diwakili oleh Departemen A~arna  dan MU1 

rnengeluarkan Surat Keputusan No 924/Menkes/SKlV1I111996 dan ditindak lanjuti 

dengan Surat Keputusan Ditjen POM Depkes No HK 00 96 3.02345 tentang 

penetapan prosedur pencantutnan label "halal" pada setiap kemasan produk makanan 

dan minuman yang beredar di pasar hams dengan fatwa MU1 dalam bentuk sertifikat 

"halal". 



Reneana pengajuan 
sertifikasi halal 

Evaluasi 0 I ------' 

+ 
Sertifikasi halal 

Gambar 1 .  Bagian proses sertifikasi halal oleh LP-POM-MU1 



Ganlbar 2. Prosedui- labelisasi halal oleh Tim gabungan Depkes, Depag dan MU1 
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Sertifikat "halal"' yang diketuarkan oleh MUI ini melalui serangkaian kegiatan 

perne~ksaan di lapangan (di lokasl produsen) dan pengujian dl laboratorium Adapun 

prosedwr pencanturnan label "hala!" diawali dengan mendaftarkan kefengkapan 

dokumen kepada Ditjen POM Depkes. Dokurnen itu masuk ke tim gabungan antara 

Depkes, Depag, dan MUI yang akan melakukan pemeriksaan di lapangan. Adapun 

diagram alir dari sertifikasi halal oleh tim ini dapat dilihat pada gambar 2 

Lembaga hndependen 

Bila ktta perhatikan lernbaga LP-POM-MU1 rnenghasilkan sertifikasi yang 

transparan dan objektif kepada produsen pemohon, sedangkan lembaga ini berada satu 

atay derlgan MU1 yang mana lernbaga sertifikasi tersebut mengaudit perusahaan 

pemohon dan lembaga induknya fwl) rnernberikan Fatwanya, yang pada akhirnya 

kedua lembaga ini akan mengeluarkan labelisasi halal.. Dalam menghadapl era 

perdagangan bebas lembaga ini (LP-POM-MUI) tidak lagi sesuai karena dikhawatirkan 

akan timbail kotusi, ketidak transparanan dan ketidak objektifan proses labelisasi produk 

halal 

Menurut hemat penulis, lembaga iLP-POM-MU1 dan Ditjen POM sebagian besar 

tenaga ahlinya dapat mendukung lembaga independen baru yang ditunjuk pemerintah 

dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Kriteria pertsma , embaga tersebut hams benar-benar independen, yaitu suatu 

lembaga yang tidak memihak kepada grup/instansi/lembaga apapun baik di 

Indo~lesia tnaupun di luar negeri. Menurut hemat saya lembaga ini bisa BUMN 

nlaupun swasta dan bukan pemerintah murni. 

2. Kedl~a, suatu letnbaga yang profesional dalam bidangnya, sehingga dapat rneneliti 

secara ilmiah produk-produk yang akan di berikan label halal baik makanan, 

minuman, kosmetika maupun obat-obatan tradisional. 



3. Ketiga, suatu lembaga yang mempunyai jaringan kelembagaan diseluruh Indonesia, 

sehingga pengawasan dapat dilakukan secara optimal, mengingat produk-produk 

1.ralal tersebut tersebar diseluruh Indonesia 

4. Keem~iat, disamping mempunyai jaringan diseluruh Indonesia, yang tidak kalah 

pentingnya, lembaga ini harus mempunyai Jaringan laboratorium di seluruh 

Indonesia, sehingga dapat dengan mudah dan murah melaksanakan sertifikasi 

produk-produk halal. 

5. Kelirna, lernbaga yang mengetahui secara baik tentang seluk beluk impor dan 

ekspor produk-produk makanan. minuman. kosmetika dan obat-obatan tradisional. 

Sehingga produk-produk yang akan diekspor dengan label halal dapat diterima oleh 

negara pengimpor dengan baik, dernikian pula Indonesia akan menerirna produk- 

produk impor yang sesuai dengan kesehatan dan kehalalannya. Dengan kriteria 

tersebut di atas, maka lernbaga independen ini dapat metljalankan tugas sertifikasi 

halal det~gan optimal, sehingga hasil dari labelisasi produk-produk halal tidak 

men~beratkan semua gihak baik konsumen maupun produsennya. 

Sebelum rner~gakhiri tulisan ini, penerapan persyaratan halal tersebut harus 

diken~bangkan se~ara  resmi dan transparan dalam bentuk standar yang baik sejalan 

dengan standar industri Iainnya dan ~nempunyai kekuatan hukum baik di tingkat 

nasional maupun internasional, sehingga disamping dapat mendukung stabilitas nasional 

Juga akan semakin mernperlancar dan menjamin mantapnya produk Indonesia baik lokal 

maupun dipasaran internasional khususnya yang kritis terhadap label halal dimasa akan 

datang. Sedangkan organisasi dan mekanisme kerja yang diperlukan oleh lembaga 

independen ~trltuk mensertifikasi produk-produk halal adalah sebagai berikut (gambar 3 

dan 4). 



Hinrmsnn Adinegoro don ,\fnrtini 12ohqvtr 

TENAGA FUNGSIONAL 

Cambar 3. Organisasi Lembaga Independen labelisasi halal olefr penulis 
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Gambar- 4. Pola mekanisme kerja lembaga independen labelisasi halal oleh penulis 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulai~ 

6 Konsumen baik dari pasar nasional mapaun internasional saat ini semakain kritis 

Dlsarnpaing itu kesadaran akan persyaratan produk sehat, aman dan halal (SAH) 

rnasih relatif lemah khususnnya dikalangan produsen kecil dan menengah. 

e Label halal merupakan suatu alat yang digunakan produsen untuk berkomunikasi 

sekaligus menarik minat konsumen untuk membeli produknya dan mungkin 

konsumen muslim sernakin yakin bahwa produk tersebut tidak lagi diragukan 

kehalalannya. 

Labelisasi halal bertujuan melindungi masyarakat dari produksi dan peredaran 

produk yang tidak memenuhi syarat mutu. kesehatan, keselamatan dan keyakinan 

agama 

6 Sertifikasi halal oleh LP-POM-WI sudah tidak sesuai lagi dalam rangka 

menghadapi era globalisasi kaena dapat dikhawatirkan timbuI kolusi, ketidak 

transparanan dan ketidak objektifan proses Iabelisasi produk halal. 

e Belum ada lembaga independen profesional yang menangani labelisasi produk halal 

di Indonesia. 

Saran 

UU Pangan No. 7/96 perlu diaplikasikan oleh semua pihak yang terkait sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

Perlu pembentukat~ lembaga independen labelisasi halal dengan dukungan pemerintah 

Perlu pengakreditasian laboratorium swasta dan negeri dibidang labelisasi halal 

diseluruh Indonesia 

@ Perlu dibentuk sistem keterkaitan yang baik dari kalangan pemerintah, swasta 

(produsen) dan konsumen untuk membina produsen besar, menengah, dan kecil 

sehubungan dengan penerapan standar (lokal dan internasional) dan persyaratan 

produksi yang SAW 

Perlu dipersiapkan SDM yang seimbang IPTEK dan IMTAQ. 



PENUTtJ I" 

Demi kepentingan kita bersama sebagai umat islam, nlaka dalam menghadapi 

perdagangan bebas nanti yang saat ini telah terasa gejolaknya, "mau tidak mau". "suka 

I tidak suka". dan "siap tidak siap", marilah kita bersama-sama baik instansi pemerintah, 

BUMN nlaupun swasta untuk mengkontribusikan pemikirannya demi tenwjudnya 

lembaga independen labelisasi halal yang dapat bekerjasama dengan semua pihak terkait 

demi pengamanan produk-produk halaI Indonesia baik konsumsi dalam negeri maupun 

luar negeri 
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